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TRIPLE PLANETARY CRISIS
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

❑ PERUBAHAN IKLIM
Di Indonesia, sekitar 80% dari total bencana 
yang terjadi merupakan bencana 
hidrometeorologi. El Nino dan La Nina terjadi 2-3 
tahun sekali, dari yang awalnya 5-7 tahun sekali

❑ POLUSI DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN
Berdasarkan laporan terbaru IQAir 2021, 
Indonesia menduduki peringkat ke-17 sebagai 
negara dengan tingkat polusi udara tertinggi di 
dunia dan menduduki perigkat teratas sebagai 
negara yang memiliki tingkat polusi tertinggi di 
Kawasan Asia Tenggara

❑ KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI
Berdasarkan laporan IUCN, Indonesia memiliki 
170 flora dan 189 fauna yang berstatus kritis 
terancam punah (Critically Endangered) dalam 
Daftar Merah Spesies Terancam



2016-2020 2021-2022 2023-2024 2025-2060

Sumber : KemenLH, Maret 2025

• Second NDC
• Inauguration of International 

Carbon Pricing
• Fourth National 

Communication
• Menuju NZE 2060

• PermenLHK 7/2023, 
PermenLHK 12/2024

• Roadmap Enhanced NDC-
Mitigasi

• Updated NDC, 2021 
• LTS LCCR 2050, 2021 Enhanced 

NDC, 2022
• Peraturan Presiden No. 

98/2021, PermenLHK 21/2022
• Rencana Operasional FOLU 

NETSINK 2030

• Ratifikasi Paris 
Agreement,2016

• First NDC, First FREL, SIS 
REDD+, 2016

• Road Map NDC (Mitigasi dan 
Adaptasi PI) 

KOMITMEN INDONESIA DALAM PERUBAHAN IKLIM





Sumber : BPS, data diolah 2025
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Persentase Anggaran Belanja Provinsi yang mendukung NDC pada 
Subkegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025

0,07%

0,02%
0,01% 0,01% 0,01%

0,02%

• Terdapat 4 (empat) nomenklatur subkegiatan pada Urusan Lingkungan Hidup yang dapat digunakan 
oleh pemerintah daerah untuk mendukung tercapainya NDC :

     a.  2.11.03.1.01.0002 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, 
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

     b. 2.11.03.1.01.0005 Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi
     c. 2.11.03.1.01.0007 Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi
     d. 2.11.03.1.01.0011 Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK
• Terdapat 8 Provinsi yang mengalokasikan anggaran diatas 0,01% dari total anggaran belanja yaitu 

Provinsi Aceh 0,07%, Provinsi Banten 0,02%, Provinsi Kaltara 0,014%, Provinsi Gorontalo 0,012%, 
Provinsi Papua 0,013%, Provinsi Papua Pegunungan dan PBD 0,024%

• Terdapat 9 Provinsi yang tidak mengalokasikan anggaran belanja untuk subkegiatan tersebut pada
tahun 2025 yaitu Sumut, Jambi, Kepri, NTT, Sulsel, Maluku, Papua Barat, Papua Selatan, Papua 
Tengah.

PROV PERSENTASE
ACEH 0,072%
SUMUT 0
SUMBAR 0,000%
RIAU 0,000%
JAMBI 0
SUMSEL 0,004%
BENGKULU 0,000%
LAMPUNG 0,001%
BABEL 0,003%
KEPRI 0
DKI JAKARTA 0
JABAR 0,001%
JATENG 0,002%
DIY 0,002%
JATIM 0,000%
BANTEN 0,024%
BALI 0,000%
NTB 0,001%
NTT 0
KALBAR 0,003%
KALTENG 0,004%
KALSEL 0,006%
KALTIM 0,004%
KALTARA 0,014%
SULUT 0,001%
SULTENG 0,002%
SULSEL 0
SULTRA 0,001%
GORONTALO 0,012%
SULBAR 0,015%
MALUKU 0
MALUT 0,005%
PAPUA 0,013%
PABAR 0
PAPSEL 0
PAPTENG 0
PAPUA 
PEGUNUNGAN 0,024%
PBD 0,024%

Sumber: SIPD, 2025



PERSENTASE ANGGARAN URUSAN KEHUTANAN TERHADAP TOTAL ANGGARAN PROVINSI

Sumber: SIPD RI 2025

9

PERSENTASE ANGGARAN BIDANG KEHUTANAN
TERHADAP TOTAL ANGGARAN PROVINSI TAHUN 2025
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❑ Dalam Bidang Kehutanan, terdapat 4 program yang menjadi 
Kewenangan daerah (Provinsi) yaitu Program Pengelolaan Hutan; 
Program Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; 
Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan
Masyarakat di Bidang Kehutanan; dan Pengelolaan DAS

❑ Rata-rata persentase alokasi Anggaran  Bidang Kehutanan sebesar 0,4 
% dari total belanja Provinsi Tahun 2025

❑ Sejumlah 11 provinsi mengalokasikan anggaran bidang kehutanan
diatas 0,4 % dari total belanja provinsi yaitu Kalteng 4,9%; Pasel 1,7%; 
Kaltara 1,6%; Kaltim 1,4%; Pabar 1,2%; Aceh 1,08%; Papua 0,69 %; 
Maluku 0,61 %; Pateng 0,51%; Gorontalo 0,48%; dan PBD 0,46%. 
Sedangkan 27 provinsi lainnya mengalokasikan anggaran bidang
kehutanan dibawah 0,4 % dari total belanja provinsi.
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Jumlah Provinsi : 38 PROVINSI

Menganggarkan 
Program EBT

: 33 PROVINSI

Tidak Menganggarkan 
Program EBT

: 5 PROVINSI

Sumut

Sumbar

Riau

Jambi

Bengkulu
Sumsel

Lampung

Babel

Kepri
Kalbar

Kalteng

Kaltara

Kaltim

Kalsel

Banten
DKJ
Jabar Jateng

DIY Jatim Bali

NTB NTT

Sulteng
Sulbar

Gorontalo
Sulut

Sulsel
Sultra

Malut

Maluku

Aceh

Papua Selatan

Papua Tengah

Papua

Papua 
Barat

Papua 
Barat Daya

Papua 
Pegunungan

Menganggarkan 
program EBT

Tidak menganggarkan 
Program EBT

Dari 38 (tigapuluh delapan) Provinsi, terdapat 
5 (lima) Provinsi yang tidak tercantum 
penganggaran kegiatan untuk pelaksanaan 
pencapaian EBT melalui Program EBT dalam 
aplikasi SIPD yaitu Provinsi Bengkulu,
Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Papua,
Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi
Papua Pegunungan.  
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5 PROVINSI

TIDAK 

TERCANTUM 

PENGANGGARAN

PERSENTASE ANGGARAN BIDANG ESDM TAHUN 2025
MENDUKUNG PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM MELALUI PENGELOLAAN EBT

Sumber:  SIPD RI Kemendagri, 2025
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SUB KEGIATAN YANG BANYAK DIGUNAKAN OLEH 
DAERAH PROVINSI PADA TA 2025 MELALUI 

PROGRAM EBT 

Melalui penganggaran Program Pengelolaan EBT, Provinsi DKI Jakarta menganggarkan sebesar 9,39%, Provinsi Sumatera Barat
menganggarkan sebesar 11,10%, dan Provinsi Bali hanya menganggarkan sebesar 0,22% dari total anggaran urusan pemerintahan 
bidang ESDM TA 2025.
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KEPEMIMPINAN HIJAU (GREEN 
LEADERSHIP) DI INDONESIA
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REPUBLIK INDONESIA



KOTA SURABAYA – INOVASI 
BERBASIS PARTISIPASI WARGA

INISIATIF:
❑Pengembangan bank sampah dan taman

kota di berbagai wilayah 
❑Program bus kota yang menerima

pembayaran dengan sampah plastik.

DAMPAK:
❑Kota Surabaya, meraih penghargaan ASEAN

Environtmentally Sustainable City (ESC)
kategori Udara Terbersih Se-Asia Tenggara.

❑Partisipasi publik dalam pengelolaan 
lingkungan meningkat signifikan.



PROVINSI BALI – REGULASI ANTI 
PLASTIK 

INISIATIF:
❑Larangan plastik sekali pakai di Bali, dengan 

dukungan penuh komunitas dan sektor usaha.
❑Gubernur I Wayan Koster menerbitkan larangan

produksi air minum botolan sekali pakai di
bawah 1 liter

DAMPAK:
❑Penurunan volume sampah plastik
❑Memperkuat ekonomi lokal berbasis ekowisata 

dan gaya hidup berkelanjutan.
❑Menjadi bagian dari gerakan Bali Clean

Garbage Movement di tingkat provinsi.



KABUPATEN BANYUWANGI – 
EKOWISATA DAN DESA KONSERVASI

INISIATIF:
❑Pengembangan desa wisata berbasis

konservasi di sekitar kawasan taman 
nasional dan bentang alam prioritas.

❑Pengolahan sampah terintegrasi antar desa.

DAMPAK:
❑Peningkatan pendapatan masyarakat desa.
❑Pembukaan lapangan kerja baru masyarakat

desa
❑Pelestarian lingkungan hidup melalui

pendekatan ekonomi hijau.



KOTA BALIKPAPAN – TATA RUANG 
HIJAU DALAM URBANISASI

INISIATIF:
❑Zonasi hutan kota, pelestarian ruang 

terbuka hijau, dan program komposting 
skala kota.

❑Menjaga kawasan kunci penyangga ekologi
Hutan Lindung Sungai Wain dan Kebun 
Raya Balikpapan.

DAMPAK:
❑Tetap menjaga lebih dari 50% tutupan hijau

meski mengalami pertumbuhan urban yang
pesat.

❑Diakui sebagai salah satu kota terbersih di
Indonesia.



KOTA BEKASI – INOVASI HIJAU 
KORPORATIF KAWASAN INDUSTRI 
JABABEKA 

INISIATIF:
❑Pengelolaan sampah mandiri berbasis

teknologi: RDF, BSF, kompos, dan pengolahan 
limbah cair (mini-recycle plant).

❑Pemanfaatan panel surya untuk energi 
kawasan. 

 
DAMPAK:
❑Kawasan industri menjadi percontohan

pengelolaan lingkungan industri terpadu.
❑Mewakili model kolaboratif antara korporasi

dan pemerintah dalam kepemimpinan hijau.



KOTA BATU – GREEN BUDGETING DI 
APBD

INISIATIF:
❑ Penerapan anggaran berbasis lingkungan 

(green budgeting): pengelolaan sampah, 
energi terbarukan, RTH, dan pertanian hijau.

TANTANGAN:
❑Masih terdapat kesenjangan antara

perencanaan program dan realisasi anggaran, 
terutama di sektor pengelolaan sampah dan 
pertanian berkelanjutan. 



KABUPATEN MAROS & LUWU UTARA –
TAKE: TRANSFER ANGGARAN KABUPATEN 
BERBASIS EKOLOGI

INISIATIF:
❑ Skema Ecological Fiscal Transfer (EFT): sebagian

alokasi dana desa diberikan berdasarkan kinerja 
lingkungan dan indikator sosial-ekologis. 

❑Maros: 4% ADD dialokasikan khusus untuk desa 
dengan Indeks Kinerja Desa (IKD) tinggi.

❑ Luwu Utara: 30 desa menjadi model penerapan TAKE 
sejak 2022, didampingi oleh mitra seperti The Asia 
Foundation dan ICRAF. 

DAMPAK:
❑ Di Maros, terjadi lonjakan jumlah desa mandiri dari 

nol menjadi 55 desa (per 2024).
❑Mencegah kebakaran hutan dan banjir, Kab. Maros 

peraih penghargaan EFT Nasional Tahun 2024
❑Memperkuat integrasi perlindungan lingkungan

dalam perencanaan pembangunan



PERANAN TUGAS KEMENDAGRI 
LINGKUP GREEN POLICY

❑ Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan
urusan pemerintahan sesuai kewenangannya di
Provinsi, Kabupaten/Kota

❑ Fasilitasi/Evaluasi dokumen perencanaan dan
penganggaran di daerah RPJPD, RPJMD, RKPD, & 
APBD

❑Memastikan sinkronisasi dan harmonisasi 
program/kegiatan dalam dokumen perencanaan 
dan penganggaran di daerah sejalan dengan arah
kebijakan nasional.

❑ Kemendagri mengeluarkan kebijakan berupa 
Permen, Inmen, Kepmen dan SE ke daerah untuk 
menyelaraskan Kebijakan Pembangunan Rendah 
Karbon dan Berketahanan Iklim di daerah

❑ Penurunan Emisi GRK menjadi indikator outcome 
prioritas urusan lingkungan hidup di Tahun 2025 

REPUBLIK INDONESIA

KEMENTERIAN DALAM NEGERI



PERANAN TUGAS PEMDA 
LINGKUP GREEN POLICY

❑Penyesuaian program/kegiatan dan alokasi
anggaran dalam dokumen perencanaan 
dan penganggaran untuk mendukung 
kebijakan lingkungan nasional.

❑Menjadikan Penurunan Emisi GRK  sebagai 
indikator outcome prioritas urusan 
lingkungan hidup di Tahun 2025 

❑Penyusunan rencana aksi mitigasi &
adaptasi perubahan iklim di Provinsi dan 
Kab/Kota sesuai dengan RPJMD Provinsi 
dan RPJMD Kab/Kota.

❑Menetapkan baseline emisi GRK dan 
perubahannya.

REPUBLIK INDONESIA
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TEMUAN UTAMA

82%

85% KHAWATIR ISU KORUPSI

82% KHAWATIR ISU KERUSAKAN LINGKUNGAN

CONCERN TERHADAP CLIMATE CHANGE

53% DEFORESTASI SEBABKAN KERUGIAN BAGI WARGA

43% RELA KONTRIBUSI 30K, UNTUK MITIGASI IKLIM

<5% PARA ELITE PARPOL PEDULI AKAN ISU IKLIM







TUMBANGNYA
PETAHANA

KDH & WKDH

PETAHANA VS BARU

8GUBERNUR

8WAKIL GUBERNUR

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

BUPATI

WAKIL BUPATI

GUBERNUR

WAKIL GUBERNUR

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

BUPATI

WAKIL BUPATI

24

22

114

98

20

21

56

80

250

333

TOTAL 274 TOTAL 760
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Petahana
26%

Baru
74%



37GUBERNUR

410BUPATI

98WALI KOTA

541 56

19040 - 50

233>51 - 60

95>60

78<40
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KEPALA DAERAH
PILKADA SERENTAK 2024

BERDASARKAN USIA
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